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SALINAN

BUPATI KARANGANYAR

| PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR '
NOMOR 95 TAHUN 2018
TENTANG =

PENGADAAN BARANG/ JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Menimbang _ :

Mengihgat: ’

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR

bahwa untuk melaksanakan ~ketentuan pasal 77

ayat (1) Perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor 79

'Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah,

perlu menetapkan Peraturan Bupat1 tentang Pengadaan

.Barang/Jasav pada Badan Layanan Umum Daerah

Rumah Saktt Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;

:‘1  Undang-Undang }' Nomovr 13v"I‘ahu‘n' 1950 tentang ::
| Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam
| ngkungan Provmsx Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomo: 1 Tahun 2004 tentang |
' Perbendaharaan - Né‘gara?- (Lexhbaran ~ Negara
- Republik . Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
-Nomor 4355); . : R

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
| Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
- Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indone31a Nomor 5063),

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang

Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia =

Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Ncgara Republik Indones1a Nomor 5072),




it

. .Undang-Undang Nomor 23 'I‘ahun 2014 tentang
" Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
»Indonesm Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

" Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan U'ndang-Undan'g Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

" Nomor 23 Tahun 2014 tentang "Pemerintahan Daerah
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomdr 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

" Indonesia Nomor S5679);
. Peraturan Pernermtah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005

~ Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesm ‘Nomor 4502) sebaga1mana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

tenfang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

“Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indone31a ‘Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indone31a
Nomor 5340);

. Peraturan Presiden Nomor 16: Tahun 2018‘tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79

Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah

(Benta Negara Repubhk Indonesia Tahun 2018
Nomor 12 13),

. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah ' Kabupaten Karanganyar

- (Lembaran Daerah ~ Kabupaten " Karanganyar

Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 67); |




- Menetapkan

10. Peraturan  Bupati Karanganyar Nomor 53

 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelj}a Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan (Berita
‘Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017

~ Nomor 53); N

-~ MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN

BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR. |

BAB I
- KETENTUAN UMUM

A Pasal 1

Ijalam Peratui'an Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

. penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanéém urusan pemerintahan yang menjadi

3 kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar - o
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya

‘disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Karanganyar yang telah ditetapkan

sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjuﬁnya

disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat
" Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah vyang
~ dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa
yang dijual tanpa mengptamakan " mencari
keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya

didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas.



Flek31b111tas adalah  keleluasaan - pengelolaan
keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang

sehat. untuk memngkatkan layanan kepada

'masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam

rangka memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa.

. Praktek Bisnis yang Sechat adalah penyelenggaraan

fungsi organisasi | ‘berdasarkan kaidah-kaidah
manajemen yang baik dalam rangka pembenan
layanan yang bermutu, ‘berkesmambungan dan

berdaya samg

. Rencana Strategis BLUD yang selanjutnya disebut

Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk

periode S (lima) tahunan.

. Anggaran  Pendapatan dan Belanja  Negara

yang selanjutnya  disingkat = APBN adalah

rencana  keuangan  tahunan  pemerintahan

~ yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah dan

10.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

ditetapkan dengan Undang-Undang,.

Anggaran Pendapatan = dan Belanja Daerah,
selanjutnya  disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintah daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah

- Daerah dan DPRD dan dltetapkan dengan

11.
- selanjutnya - disingkat RBA adalah dokumen

12,

13

Peraturan Daerah

Rencana Bisnis dan Anggaran a yahg

rencana  anggaran  tahunan- BLUD,  yang

_disusun dan  disajikan  sebagai bahan

‘penyusunan  rencana kerja dan  anggaran
BLUD. | | |

Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur RSUD
Kabupaten Karanganyar yang diangkat oleh Bupati
dan bertanggung jawab'terhadap kinerja operasional
BLUD RSUD.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang

kewenangan anggaran Orgamsasx Perangkat Daerah.




14,

Unit ':Pcngadaan Baréng/}JaS‘a adalah Unit = pada

- organisasi BLUD atau Unit tersendiri yang dibentuk -

oleh Pemimpin BLUD}yang ditugaskan secara khusus

sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa guna

15,

16.

keperluan BLUD. : _
Pejabat Pembuat Komltmen BLUD adalah pejabat |
yang  bertanggung ‘jawab  atas pelaksanaan
pengadaan barang/jasa pada ‘BLUD RSUD yang
diangkat oleh Pemimpin BLUD RSUD.

Panitia Pengadaan BLUD RSUD adalah Panitia

~ pelaksana pcngadaan pada Unit Pengadaan

17.

18.

19.

Barang/Jasa yang minimal telah mengikuti pelatihan
pengadaan barang/_;asa yang di angkat olghv
Pemlrnpln BLUD RSUD. |
Pejab_at - Pengadaan-ﬁ |  adalah ‘}ipejabat' »
admin'istrasi/ pejabat ~ fungsional/ pérsonel - yang
bertugas'  melaksanakan Pengadaan Langsung,
Penunjukan Langéung, dan/atau E-purchasing.
Pejab:at Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/ pejabat

fungsional/ personel yahg bertugas memeriksa

administrasi ~ hasil  pekerjaan Pengadaan

Barang/Jasa o

Panitia Pemeriksa Hasil Peker_]aan yang selanjutnya

disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa |

administrasi hasil = pekerjaan Pengadaan
- Barang/Jasa. | ' |

- 20,

21.

22.

Penyedia barang/Jasa adalah pclaku usaha yang'
berbentuk badan usaha atau orang perseorangan.’

'yang keglatan | usahanya menyediakan
barang/layanan jasa. = -
E—PurChasing ~adalah tata  cara pcmbehan "

Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

E-Catalogue adalah s;stem mformasx elektronik yang

memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga

~ barang tertentu dan berbagai Penyedia Barang/Jasa

Pemerintah, yang dapat menjadl alternatlf bag1
pemenuhan kebutuhan BLUD RSUD



23.1_}(eadaavn Citd/ Meridesak ‘adalah E -keadaaﬁ : yang’

harus segera dlpenuhl jika t1dak d1penuh1/
diperbaiki/ dltangam akan berdampak menggangguv .

' pelayanan paswn dan operasmnal lamnya di Rumah |

24.

25.

26.

1

(2)

Saklt baik langsung maupun tidak langsung.
Pengadaan Barang/Jasa secara Czto/Mendesak |

adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan :

-segera sesua1 kebutuhan tanpa melalui perencanaan

karena keadaan Cito/ Mendesak :
Marketplace adalah sebuah konsep lokasi ]ual beli

pvroduk} dimana = seller dan juga konsumcn 5

‘memanfaatkan jaﬁn'gan ‘telekomunikasi ~seperti

}internet dan Jjaringan komputer untuk bertemu.

Lémbagaf_ Kebijakan  Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang selanjutnya disebut LKP‘PA adalah
lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan .
dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa

Pernermtah

- BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

~ Pasal 2 _
Maksud dltetapkannya Peraturan Bupau ini adalah

sebaga1 pedoman bagi Pcngguna Anggaran, Kuasa

vPengguna Anggaran, PeJabat Pembuat Komltmen,
‘Pejabat/ Panitia Pengadaan, - dan v,PeJabat/ Panitia

Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada BLUD RSUD dalam

- melaksanakan tugasnya.

'I‘u_]uan dltetapkannya Peraturan Bupat1 ini adalah ‘
untuk memberikan layanan umum secara efektif,
efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan -
manfaat sejalan dengan Praktik Bisnis yang Sehat

untuk membantu“ Vpencapaian tujuan Pemerintah
Daerah yang pengelolaannya dilakukan bcrdasarkan

kewenangan yang dldelega31kan oleh Bupat1



BAB I

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN / ATAU JASA

 ._ Pasal 3

(1) Ruang Lingkup pcn‘gatura‘n' dalam Peraturan Bupati |

ini adalah Pemberian fleksibilitas Pengadaan

- Barang/Jasa pada BLUD RSUD yang sumberv_

dananya berasal dari :
a. jasalayanan;
b. hibah tidak terikat;

: ~¢. hasil keljasama dengan plhak lain; dan

2)

d. lain- lain pendapatan BLUD RSUD yang sah
Jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a, merupakan imbalan atas barang dan/atau

jasa layanan yang diberikan oleh BLUD RSUD, yang '

@

ditetapkan dalam bentuk tarif yang dlsusun atas

dasar perhltungan blaya per unit layanan atau hasil

per investasi dana.-

beah tidak  terikat sebagalmana dimaksud dalam

‘ayat 1) huruf b merupakan ‘hibah ~ yang

| peruntukannYa tidak ditentukan oleh pernben ‘hibah -

‘ba1k dari masyarakat maupun badan/ lembaga non

. pemenntah

(4)

Hasil kerjasama dengan plhak lain sebagaxmana‘

dimaksud dalam_ayat (1) huruf ¢ merupakan

-' pendapatan yang diperoleh karena ketjasama dengan

~pihak  lain dengan kesepakatan/ perjanjian

(9)

pengelolaan.

Lain-lain pendapatan BLUD }RSUD * yang sah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d

~ merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai - :

.pendéipatan’ ‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

~ huruf a, huruf b, dan huruf ¢ yang diperoleh dari -

usaha lain yang dikelola RSUD yang tidak

,berhlibungan langsung dengan - tugas dan

fungsi BLUD RSUD, dlantaranya namun tidak

- terbatas pada:



(1)

a0 gop

jaSa giro§

pendapatan bunga;

keuntungan/selisih nilai tukar; |

komisi, potongan atau bentuk lain sebagai
akibat dari penjualan dan atau ' pengadaan
barang dan/atau jasa oleh BLUD; |

e. investasi; dan

pengembangan usaha.

Pasal4
RSUD sébagai - BLUD dengan status penuh

- menjalankan  fleksibilitas dalam»  pelaksanaan

~ pengadaan  barang/jasa b_erupa' - pembebasan

- seluruhnya  dari kétentuan yang  berlaku

2

umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah
dengan vv'pertimbangari ~ efektivitas ~ dan/atau
efisiensi. o |

Fleksibilitas sebagéimana dimaksud  pada
ayat (1) berupa jenjang nilai dan tata cara

pengadaan barang/jasa diluar dari ketentuan

- yang  berlaku pada pengadaan barang/jasa

' pemerintah.

Pasal 5

Pengadaan, bar'ang‘/jasa pada BLUD RSUD mengacu

kepada tata kelola terbaik pengadaan yang terdiri dari

barang (Goods), pekerjaan  konstruksi

{(Works/ Construction) dan jasa (Services). -

(1)

Pasal 6

Kriteria efektivitas dan/atau efisiensi sebagaimana

~ dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mencakup

pertimbangan penilaian terhadap beberapa aspek,

antara lain :

" a. Kualitas;

b. Waktu; dan/atau

c. Tempat.



o huruf : a, merupakan ‘ barang/]asa yang SR

dan Iayanannya . terhadap BLUD RSUD ' atau -

dlnyatakan . berdasarkan popu]aSI - pengguna |

- memiliki keunggulan ~ komparatif - terhadap

LT ,{(2) Kuahtas i:aebagaimana dlmaksud ayat ('lv)_’ o

’:',v-i_:",telahb te"mj‘i f"'-kinérjanyaw, “dalam operasmnal

S sebelumnya

.Waktu sebaga1mana | dlmaksud ayat "':»‘(1‘)":»”
hurufb, _ merupakan : barang/Jasa “yang

Waktu layanan, _ balk bag1 rumah saklt rnaupunfvv o

T ‘terjangkau dan ‘ mampu mclayam 1eb1h respon31f _ : SR

LT . ‘bagl paSIen .
merupakan ! barang/_]asa yang leblh mudah :

,:Tempat sebagaJmana dlmaksud ayat (1) huruf c,

”terhadap kebutuhan pelayanan rumah saklt dan

o pas1en

Pasal 7

*':’;Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD dllakukan"' S

S dengan pr1n31p

efektlf artlnya pengadaan barang/ Jasa harusv

sesua1 dengan kebutuhan yang telah d1tetapkan dan o
dapat memberlkan manfaat yang sebesar-besarnya'
b’vsesua1 dengan sasaran yang d1tetapkan serta seJalan ‘,
dengan ﬂek31b111tas kebutuhan pelayanan.: |
. BLUD  RSUD dalam | ra.ngka . menjamln':, T
:v_:keberlangsungan pelayanan, PR

. f"eﬁs1en51, art1nya pengadaan barang/ _]asa pada‘ ERE

o "_"i_BLUD RSUD d1 Iaksanakan dengan menggunakan»"

’dana BLUD RSUD yang dlalokasﬂ{an pada kurun o
o ft.waktu : tertentu ' sesuau dengan proporsmnal B
: pendapatan pada kurun waktu tersebut , § RN
:praktlk blsms yang sehat artlnya pengadaan' .
o barang/Jasa pada ' BLUD RSUD dﬂaksanakan ) ‘
L _bberdasarkan ka:dah kaldah manajemen yang balk-‘:

S 'dalarn rangka pemberlan layanan yang bermutu dan-v "

»vberkesmambungan, AR



d. transpafaﬁ; artinya  semua  ketentuan dan
 informasi  mengenai  pengadaan ”‘barang/jasa,’
termasuk syarat teknis administrasi
'pengadaan tata cara evalua31, hasil evaluasi,
penetapan calon penyedia, serta bersifat terbuka
- bagi Penyedia yang berminat; dan ‘ :
~e. akuntabel, artinya pelaksanaan : pehgadaan

barang/jasa  harus  mencapai sasaran dan

dapat dipeftangguhgiawabkan. sehingga
menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan
'penyimpangan. ' | : |
| BAB IV .
JENJANG NILAI DAN PROSEDUR PELAKSANAAN
| PENGADAAN BARANG/JASA
Pasal 8

(1) Pengadaan barang/ jasa. sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) dlselenggarakan berdasarkan
~ jenjang nilai sebagai berikut :

a. Pengadaan barang/j Jasa dengan n11a1 pahng
banyak Rp25 000.000, 00 (dua puluh lima juta
rupiah) dllakukan dengan metode pernbehan'
langsung; v

b. Pengadaan barang/_]asa dengan n11a1 dlatas '
Rp25 000 000,00 (dua puluh lima Juta rupiah)
‘sampai dengan RpSOO 000.000,00 (hma ratus juta
rupiah) dllakukan dengan metode penurgukan' -‘
langsung, dan v ' ' ‘ _

c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas
'Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
dilakukan dengan metode tender oleh Unit Kexja .

: Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Karanganyar ‘

(2) Penetapan _]en_]ang nilai sebagalmana dimaksud
- ayat (1) dldasarkan pada rerata belanja kebutuhan
~ rutin untuk pelayanan d1 BLUD RSUD selama.

(tlga) tahun terakhlr . o



(3) Jems dan format dokumen pengadaan s‘éft‘av  ;: :

_I pelaksanaan prosedur pengadaan barang/Jasa
e serta penanggung]awabnya sebagalmana dlmaksud. . .
_..}pada ayat (1), huruf a, huruf b dan huruf c dlatur.[ SRS

o '_Ieb:h lanjut dengan Keputusan Dlrektur o

Pasal 9

| Selam Pengadaan barang/Jasa Sebagalmana-?;‘»}f L
v_dlmaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b e

- dan. huruf c, pengadaan barang/gasa dapat dllakukan :, :

SR “,'dengan tldak memper’umbangkan batasan n11a1

o tertentu kepada penyed1a barang/ Jasa oleh, o

~ PPKBLUD RSUD dalam hal:

o a. __pengadaan barang/ Jasa secara Czto/ Mendesak

L b. peketjaan pengadaan barang/ jasa yang ber31fat rutm o

iR o dan berkesmambungan serta berpotens1 mengganggu L |

k pelayanan,

! e pembehan dalam Marketplace atau Onlme shop yang |

-:‘f" :‘_telah d1kena1 luas dalam praktlk b1sms o
= ,.d.fl-""penyedla bara.ng/Jasa tunggal dan I

e.‘v "pengadaan/ pembehan “ me1a1u1 “'E-P'Lvt_fchaSihg/,:f T o

o ;_E-Catazog LKPP.

Pasal 10

- 'Pengadaa.n melalLu E purchasmg terhadap barang/_]asa s -

. yang terdapat pada | E—catalog LKPP dﬂaksanakan -
’ -"‘.ffsesual i dengan - kebutuhan o BLUD RSUD A
 dan menglkutl ketentuan yang berlaku pada aphka31 A 3

. E- purchasmg

Pasal 11

R (1) Pengadaan barang/Jasa yang sebaglan "’a'tauf"_iv}v
| ._seluruhnya bersumber | dan : dana APBN / APBD R

o dllaksanakan berdasarkan , ketentuan peraturan .

. ;”perundang-undangan Yang berlaku dalam pengadaan' C

o barang/ jasa pemenntah



(2) P‘engad’aan' barang/jasa - _sebagmmana a&ét (ll)b
dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi |

pengadaan barang/Jasa d1 hngkungan Pernermtah S
Daerah -

| - Pasal 12 _ ,
Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dahanya
berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan

menglkutl ketentuan pengadaan dari pemben hibah, atau

rncnglkuu ketentuan - pengadaan barang /jasa yang
berlaku bag1 BLUD RSUD sepanjang dlSCtUJUl pembcn |
hlbah |

Pasal 13
Prosedur pengadaan barang/ _]asa pada BLUD RSUD
dllaksanakan berdasarkan standar operas:onal prosedur
pengadaan barang/j _]asa yang dltetapkan oleh Pemimpin
- BLUD RSUD dengan Keputusan Pemlmpm_BLUD RSUD.

. BABV
ORGANISASI PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA

| ’Pas‘a] 14
(1) Pengadaan barang/j jasa pada BLUD RSUD dllakukan' |
“ oleh pelaksana pengadaan. v ‘
(2) Organisasi  pelaksana pengadaan barang/jasa
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) tei‘dm darl
Pengguna Anggaran BLUD RSUD
Kuasa Pengguna Anggaran BLUD RSUD
‘Pejabat Pembuat Komltmen BLUD RSUD;
Pejabat/Panitia Pengadaan BLUD RSUD; dan ,
e. anbat/ Pamtla Pemeriksa Hasil Pekerjaan =

e

a0 o

(3) Pejabat/ Panitia sebagalmana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢, huruf d, dan huruf e terdiri dan personil
'yang memenuhi persyaratan yang dltetapkan
Pcniimpin BLUD ‘dan memahami substansi

pekerjaan/kegiatan. -



Diundangkan di Karanganyar

BAB IV
- KETENTUAN PENUTUP

_ Pasal 15 .
Pada saat Peraturan Bupatl ini mulai berlaku Peraturan
Bupati Karanganyar vNomor. 2 Tahun 2012 tentang
Jenjang Nilai Barang danv/atau ‘Jasa Pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Karanganyar, d1cabut dan dmyatakan tidak
berlaku. ‘ ‘

v " Pasal 16
Pefaturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diuhdangkan - _ '
Agar sectiap orang mengetahumya, }memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Bupati  ini dengan
penempatannya  dalam Bérita | Daerah  Kabupaten

- Karanganyar.

| Ditetapkan di Karénganyér
pada tanggal 26 Desember 2018
' BUPATI KARANGANYAR

ttd

'JULIYATMONO

pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 95

Sahnan sesuai dengan ashnya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPA E ‘KARANGANYAR

NIP.19750311 199903 1 009



